Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

a. Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 ayat 1 huruf
¢ bahwa Pemerintah desa dapat melakukan Perubahan
APBDes apabila terjadi adanya keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub kegiatan,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja,

b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub kegiatan, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/20
Tahun 2023 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat
Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Desa Igirmranak Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Igirmranak
Peraturan Desa Igirmranak Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Igirmranak
Tahun 2019 - 2024,

Peraturan Desa Igirmranak Nomor 04 Tahun 2023 tentang



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2023 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
Dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang semula
berjumlah Rp. 1.187.397.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta
tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp.
1.162.190.000,- (Satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan
puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
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1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp. 1.187.397.000,-
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 25.207.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.162.190.000,-

2. Belanja Desa

a. Semula Rp. 1.178.464.795,-
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. (25.207.000),-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.153.593.795,-
—~ Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. (25.207.000) ,-

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 11.067.795,-
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 11.067.795,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 20.000.000,-
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-

Selisih  lebih/(Kurang) perhitunagn
anggaran setelah perubahan Rp. 0,-



